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Abstrak
 

Keamanan maritim merupakan isu keamanan krusial bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena negara

kepulauan rentan akan berbagai potensi ancaman yang datangnya dari laut. Untuk mengantisipasi dan

mengatasi ancaman yang terjadi di laut, maka penting untuk memiliki kebijakan keamanan maritim. Dalam

merumuskan kebijakan keamanan maritim, salah satu lembaga yang memiliki peran penting yaitu Dewan

Kelautan Indonesia (DEKIN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DEKIN bekerjasama dengan

beberapa stakeholder guna menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia. Hal inilah yang kemudian

mendorong terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan kebijakan keamanan maritim. Melihat

permasalahan tersebut di atas, maka menjadi penting untuk mengetahui rumusan kebijakan keamanan

maritim nasional di era SBY jilid II (periode 2009-2014) dan peran Dewan Kelautan Indonesia dalam

perumusan kebijakan keamanan maritim nasional serta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Untuk

menganalisis permasalahan penelitian, peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, yaitu teori

kebijakan publik, teori analisis kebijakan, konsep negara kepulauan, konsep keamanan maritim, teori

kelautan dan maritim, serta teori ketahanan nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

kualitatif.

Melalui metode ini diperoleh sejumlah data dari narasumber berupa data primer melalui wawancara

mendalam kepada Sekjen DEKIN Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS, Ketua Pokja Kebijakan Hankam dan

Keselamatan di laut DEKIN Laksdya TNI (Purn) Abu Hartono, Anggota Pokja Kebijakan Hankam dan

Keselamatan di laut DEKIN Laksma (TNI) Pranyoto, serta akademisi ahli hukum laut internasional Prof. Dr.

Hasjim Djalal, dan data sekunder. Ada dua rumusan kebijakan keamanan maritim era SBY Jilid II periode

2009-2014 yakni UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Kebijakan Kelautan Indonesia (ocean

policy), dengan isu sentralnya yakni pembentukan suatu badan yang sifatnya one command multifunction

yaitu Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, Dewan

Kelautan Indonesia melibatkan institusi-institusi terkait dengan isu yang diangkat, dari sinilah kemudian

setelah dibahas kebijakan keamanan maritim akan diajukan kepada Presiden. Kebijakan keamanan maritim

nasional berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional di laut

erat kaitannya dengan kedaulatan negara, sementara untuk menjaga kedaulatan NKRI dibutuhkan kebijakan

keamanan maritim yang tepat sasaran dan memadai, sehingga ketahanan nasional Indonesia di laut bisa

terwujud.
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